BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perbandingan Hukum peraturan airsoft gun di Indonesia dengan peraturan
airsoft gun di Belanda dan Inggris ini dilakukan karena kedua negara tersebut
memiliki peraturan airsoft gun yang tegas dan efektif. Tetapi dalam Perbandingan
hukum yang dilakukan oleh penulis ini lebih difokuskan dengan Peraturan di
Belanda, dikarenakan Indonesia dan Belanda memiliki sistem hukum yang mirip
sehingga sangat ideal untuk melakukan perbandingan antara Indonesia dengan
Belanda.

Setelah melakukan perbandingan hukum antara peraturan airsoft gun di
Indonesia dengan peraturan airsoft gun di Belanda dan Inggris, dapat terlihat bahwa
peraturan airsoft gun di Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan peraturan
airsoft gun di Belanda dan Inggris. Penulis merasa bahwa peraturan airsoft gun di
Indonesia belum sesuai dan terdapat banyak peraturan yang sangat rumit dan tidak
efektif dikarenakan harus terus menerus mengajukan permohonan kepada pihak
kepolisian. Terdapat juga masalah-masalah dimana peraturan airsoft gun di
Indonesia tidak mencakup keseluruhan penggiat hobi ini dan hanya terfokus dalam
aspek olahraganya saja, walaupun banyak juga yang menjalankan hobi ini dengan
mengoleksi jenis-jenis airsoft gun yang berbeda. Selain itu, peraturan di Indonesia
juga menutup jalan bagi seseorang yang baru mau mencoba hobi ini dikarenakan
dalam peraturan airsoft gun yang berlaku tidak terdapat ketentuan mengenai
penggunaan airsoft gun oleh seseorang yang tidak memiliki izin.

Dengan melakukan perbandingan dengan Belanda dan Inggris yang sudah
memiliki aturan yang lebih jelas dan lebih baik, Penulis dapat menyarankan
bagaimana seharusnya peraturan airsoft gun yang baik di Indonesia.

5.2 Saran

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai airsoft

gun dikarenakan peraturan yang berlaku sekarang ini Keliru dan sangat rumit.
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Peraturan baru ini bertujuan agar memberikan legalitas perihal airsoft gun.
Pemerintah juga harus dengan tegas menyatakan klasifikasi airsoft gun sebagai
senjata api atau senjata replika dikarenakan kedua hal tersebut akan menimbulkan
konsekuensi hukum yang berbeda.

Memberikan wewenang kepada Organisasi Induk airsoft gun untuk
mengawasi anggota-anggotanya. Hal ini disarankan untuk mendukung pelaksanaan
tugas polisi untuk pengawasan dan juga untuk mempermudah proses administrasi
anggota. Penulis juga menyarankan bahwa izin kepemilikan dan penggunaan
airsoft gun disatukan dengan keanggotaan klub airsoft gun.

Membedakan batasan usia minimal untuk kepemilikan dan penggunaan.
Serta menghapus batasan usia minimal penggunaan selama diawasi oleh orang
yang memiliki izin.

Mengatur lebih jauh peraturan airsoft gun secara umum seperti mewajibkan
orange tip, membatasi kekuatan kinetik maksimal, cara pengangkutan airsoft gun,
dan cara penyimpanan airsoft gun. Hal ini disarankan karena penggunaan airsoft
gun sekarang ini sedang meningkat. Dengan mengatur hal-hal ini, akan membuat
olahraga airsoft gun ini lebih aman dan menjaga ketertiban dan keamanan di

masyarakat.
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